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ABSTRAK

MUHZARINA APRILIA AKHYAR. NPM.2108010416. 2023.KEABSAHAN SIDIK
JARI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II
Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum sidik jari dalam proses
penyidikan dalam mengungkap tindak pidana dan untuk mengetahui akibat yuridis terhadap
pemberlakuan sidik jari dalam proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana. Jenis
penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif
berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini
menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan
mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Sidik jari
adalah salah satu alat bukti yang berupa Pentunjuk. Dalam kenyataannya memang tidak
banyak peristiwa pidana yang menjadi terang dengan bantuan pemeriksaan sidik jari.
Berdasarkan ketentuan KUHAP harus ada minimum dua alat bukti yang sah menurut
undang-undang untuk dapat menguatkan seseorang benar-benar melakukan suatu tindak
pidana, maka dalam hal ini, wujud konkrit dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu
perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187
huruf ¢ KUHAP) yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila
diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara
di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk
menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa tindak
pidana (Pasal 186 KUHAP Jo Pasal 1 ayat (24) KUHAP). Akibat yuridis Terkait peran sidik
jari sebagai alat bukti dalam mencari kebenaran pada sebuah tindak pidana, memiliki dasar
hukum dimana dasar bagi kepolisian dalam melaksanakan penindakan sebuah tindak pidana
dengan menggunakan alat bukti berupa sidik jari dalam hal ini bahwa wujud konkret dari
keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan
yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf ¢c KUHAP) yang dapat dikualifisir sebagai
alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian
maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, seorang ahli Daktiloskopi dapat
dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya
sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana.
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